
GUBERNURJAWATENGAH 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 9'1 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 20 I 9 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, efisicnsi dan efektivitas 
serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­ 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perberidaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200:.1 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lncloncsia 

Mengingat 

ten tang 
Republik 

Lembaran 



Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5670); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 IO ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pernerintahan Berbasis Elektronik 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai­ 
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 



tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 465); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 
ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan 
Akuntabillitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 201 O Nomor 86); 

25. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah (Serita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2017 Nomor 75); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! 
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 
Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD1 dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Daerah selaku 

melaksanakan 
Pemerintah 
yang juga 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Biro/Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pengendali Pendidikan (UPP)/ 
Balai/Cabang Dinas merupakan bidang unit pada SKPD yang 
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. 

10. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dae rah adalah kepala 
daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah 

13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

14. Sadan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD 
adalah Sadan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

15. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 
adalah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

16. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud 
adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 

17. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD 
adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi .Jawa Tengah. 

18. Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat 
Satdikmen Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di 
lingkungan Provinsi Jawa Tengah 

19. Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat Satdiksus 
Negeri adalah Sekolah Luar Biasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah 

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

23. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

24. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
Bendahara Umum Daerah. 



25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

26. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PB dalam 
melaksanakan penggunaan barang milik daerah. 

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­ 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

30. Pejabat Pengelola Dana Sekolah merupakan pejabat yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana 
sekolah 

31. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mem­ 
pertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

32. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja 
SKPD. 

33. Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari 
transaksi PPKD. 

34. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 
SKPD. 

35. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit 
kerja SKPD. 

36. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. 

37. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah 
adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, 
yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh 
komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. 

38. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- 



undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

39. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan PA/PB dan oleh karenanya 
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

40. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri Pejabat 
Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat 
lainnya sesuai kebutuhan. 

41. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

43. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah 
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD 

44. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

45. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara U mum 
Daerah. 

46. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan sekolah. 

47. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu 
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat 
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan 
dalam prakiraan maju. 

48. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

49. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 
dan kualitas yang terukur. 

50. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 



51. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional 

52. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi 
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat. 

53. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

54. Kegiatan adalah bidang dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bidang dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam 
bentuk barang/jasa. 

55. Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

56. Hasil/ outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

58. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank Jateng. 

59. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum 
Daerah. 

60. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Umum 
Daerah. 

61. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

62. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

63. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

64. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

65. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

66. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 



67. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

68. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

69. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 
dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

70. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 

71. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ a tau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

72. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan 
anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

73. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh PA. 

74. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA. 

75. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 
kegiatan dalam setiap periode. 

76. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

77. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

78. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan 
dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 
kabupaten/kota. 

79. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk 
menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi 
kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah Jainnya 
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 

80. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belanja bantuan yang 
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya pada 
pemerintah daerah atau pemerintah desa penerima bantuan. 



81. Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan yang 
peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah 
daerah pemberi bantuan. 

82. Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk 
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 

83. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

84. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

85. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

86. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

87. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung. 

88. SPP Ganti Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPP-GU Nihil 
adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat oleh bendahara 
pengeluaran yang dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas 
penggunaan Uang Persediaan pada tahun anggaran dan akhir tahun 
anggaran. 

89. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU 
Nihil adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat oleh 
bendahara pengeluaran yang dipergunakan sebagai pertanggungjawaban 
atas penggunaan Tambahan Uang Persediaan. 

90. SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu 
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

91. SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan 
dan waktu pembayaran tertentu. 

92. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah 
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk 



permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, clan waktu pembayaran tertentu. 

93. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB 
adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas 
transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 

94. Ringkasan Kontrak adalah ringkasan atau poin-poin pokok dari sebuah 
ikatan kerja yang terjadi antara PA/KPA dengan pihak ketiga sebagai 
penyedia barang/ jasa. 

95. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dae rah. 

96. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai uang persediaan 
untuk mendanai kegiatan. 

97. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

98. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya 
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan. 

99. SPM Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-TU 
Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan 
pengesahan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang 
Persediaan kepada Kepala BPKAD selaku BUD. 

100. SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GU Nihil 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan 
pengesahan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan kepada 
Kepala BPKAD selaku BUD. 

101. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kepada pihak ketiga. 

102. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran. 

103. SPM Non Anggaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas penyetoran potongan 
pihak ketiga. 

104. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 



105. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji 
terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang 
dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran alas pegawai yang pindah 
atau pensiun. 

106. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang selanjutnya 
disingkat SPJ Pendapatan adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara 
Penerimaan sebagai pertanggungjawaban atas penenmaan dan 
penyetoran Pendapatan Daerah. 

107. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya 
disingkal SPJ Belanja adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara 
Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang 
persediaan/ ganti uang persediaan/tambah uang persediaan. 

108. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh alas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

109. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

110. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
SKPD/unil kerja pada Saluan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/alau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungandan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

111. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nornenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

112. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

113. Fleksibiltas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada 
batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
umum. 

114. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang 
berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

115. Rencana Kerja dan Anggaran Sadan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan rumah sakit. 

116. Pendapatan BLVD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

117. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran 
mengurang1 ekuitas dana lancar dalam 

dari rekening 
periode tahun 

kas yang 
anggaran 


